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LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
 
 
 

 
 

TAHUN   2007   NOMOR  4  SERI E      
 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 
NOMOR  8  TAHUN    2007 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN LAHAN TEMPAT 
PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH KOTA BOGOR  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BOGOR, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pengelolaan 
persampahan, kebersihan, dan lingkungan hidup di 
Kota Bogor diperlukan pengadaan lahan tempat 
pengolahan akhir sampah; 

b. bahwa untuk pengadaan lahan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a diperlukan anggaran 
sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar 
rupiah) yang tidak dapat dibebankan dalam satu 
tahun anggaran; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah
Daerah dapat membentuk dana cadangan guna 
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak 
dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Lahan 
Tempat Pengolahan Akhir Sampah Kota Bogor; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan 
Undang–undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Nomor 4383); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3866); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia          Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 
2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 
4 Seri D); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR 

dan 

WALIKOTA BOGOR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 
DANA CADANGAN PENGADAAN LAHAN TEMPAT 
PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH KOTA BOGOR 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kota Bogor. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Bogor. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD.adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor  

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum daerah. 

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum. 
Daerah. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/barang. 

9. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

10. Tempat Pengolahan Akhir sampah adalah tempat akhir dari proses 
penanganan sampah yang aman dan ramah lingkungan. 

11. Pengadaan Lahan adalah Pengadaan lahan untuk tempat 
pengolahan akhir sampah Kota Bogor. 

12. Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 
dengan misi SKPD.  
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